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AbstrakPenelitian ini menganalisis keterbukaaninformasi publik yang diterapkan olehDinas Perizinan dan Penanaman ModalDIY terutama dalam informasi perizinan.Penelitian ini diterapkan denganmenggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pengumpulan datamelalui wawancara yang dilaksanakan diDinas Perizinan dan Penanaman ModalDIY. Selain itu, Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY memiliki sistempelayanan yang dapat dijadikan acuandalam memberikan informasi terkaitperizinan. Hasil yang diperoleh dalampenelitian ini keterbukaan informasi,pelayanan perizinan dan aspekkomunikasi yang dilaksanakan olehDinas Perizinan dan Penanaman ModalDIY dilihat dari aspek pelayananperizinan dan komunikasi yangditerapkan kepada publik.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi,Pelayanan Perizinan, Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY
Information Disclosure in Licensing

Services at the Licensing and
Investment Office of Yogyakarta

Special Region

Abstract
This study analyzes how public
information disclosure is applied
Licensing and Investment Office of
Yogyakarta Special Region, especially in
licensing information. This research was
applied using qualitative descriptive
methods by collecting data through
interviews carried out in the Licensing
and Investment Office of Yogyakarta
Special Region. In addition, Licensing and
Investment Office of Yogyakarta Special
Region has a service system that can be
used as a reference in providing licensing
related information. The results obtained
in this study are information disclosure,
licensing services and communication
aspects carried out by Licensing and
Investment Office of Yogyakarta Special
Region seen from the aspects of licensing
and communication services applied to
the public.
Keywords: Information Disclosure,
Licensing Services, Licensing and
Investment Office of Yogyakarta Special
Region

A. PENDAHULUANKeterbukaan informasi di eraperkembangan teknologi diatur padaUndang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik. Pemerintah memiliki tugaspenting dalam menyampaikaninformasi yang dibutuhkan olehmasyarakat. Tugasnya adalahmenyediakan dan memberikanpelayanan informasi. Melaluiperaturan ini, pemerintahmenjalankan perannya danberorientasi pada pelayanan rakyatyang sebaik-baiknya. Dalam
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pelaksanaannya, keterbukaaninformasi mengalami hambatan.Problematika yang pertamaadalah terhambatnya penyampaianinformasi kepada masyarakat sebagaiakibat dari ketatnya prosedurbirokrasi. Permohonan informasiyang dimintakan memakan waktulama untuk mendapatkan jawaban.Proses perolehan izin yang melaluibanyak kontrol secara berantai danaturan-aturan ketat yangmengharuskan masyarakat melewatibanyak sekat-sekat formalitas(Setiawan, 2004). Ketidakjelasanprosedur permohonan informasimenjadi kendala bagi pemohon untukmengajukan informasi. Akibatnyamasyarakat enggan mengajukanpermohonan informasi kepadapemerintah.Problematika kedua ialahminimnya sosialisasi informasiterkait kemudahan dalam mengaksesinformasi. Pemohon informasikesulitan mengenai caramenyampaikan permohonaninformasi. Akibatnya, pemerintahyang harus turun tangan memberikansosialisasi kepada publik. Informasiuntuk publik idealnya mudah diaksesoleh masyarakat. Realitanya,masyarakat harus memohonkaninformasi pada instansi pemerintah.Problematika ketiga ialahpeningkatan kebutuhan masyarakatyang justru seringkali tidak sejalandengan kemampuan sumber dayayang dimiliki oleh pemerintah dalammenyediakan semua tuntutanmasyarakat (Imbaruddin, 2019).Masyarakat semakin bertumbuh dan

menuntut untuk peningkatan layananpublik. Pemerintah belum siapmengakomodir segala kebutuhanmasyarakat. Tentu ini menjadi latarbelakang ketidakpuasan masyarakatterhadap pelayanan publik.Keterbukaan informasimembuka ruang pengetahuan,edukasi dan memberikan kesaradanbagi masyarakat. Keterbukaaninformasi memiliki tujuan sebagaisarana kontrol publik terhadapperilaku penyelenggara negara danpenyelenggaraan negara, mendorongakuntabilitas proses penyelenggaraandan penyelenggara negara, prasyaratpartisipasi yang efektif dalampengambilan keputusan, mencegahmal-administrasi dan korupsi danmemberikan data yang kuat untukpembelaan, bila seseorang terlibatdalam masalah hukum (Sastro, dkk,2010). Dengan adanya keterbukaaninformasi, pemerintah menjalankanprinsip transparansi. Prinsiptransparansi membuka ruangpartisipasi bagi masyarakat untukmengawasi. Masyarakat dapatmemberikan masukan terkait denganpenyelenggaraan negara danbertugas memberikan pengawasan dilapangan.Badan publik memilikikewajiban memberikan informasiterutama berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuaidengan definisi yang tercantumdalam Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik. Badan publiksemestinya menyediakan informasiyang dapat diakses oleh publik.
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Melalui penyediaan ini, masyarakatdapat mengaksesnya untukmendapatkan informasi. Badanpublik menyediakan kanal atau ruangyang mudah dan cepat untukdimanfaatkan oleh masyarakat.Badan publik memaksimalkan peranPejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) yang dimilikioleh masing - masing instansi.Setiap instansi atau lembagapemerintah menunjuk PejabatPengelola Informasi danDokumentasi (PPID) untukmenyediakan informasi yangdisampaikan kepada publik sesuaidengan standar. Dalam hal ini PPIDutama menjadi kewenangan instansipenyedia informasi. PPID utamamempunyai tugas merencanakan,mengorganisasikan, melaksanakan,dan mengevaluasi pelaksanaankegiatan pengelolaan dan pelayananinformasi sesuai dengan PeraturanGubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 52 Tahun 2018tentang Pedoman PengelolaanInformasi Publik. PPID pembantuberada pada masing–masing instansipemerintah. Peran PPID Pembantuterletak pada penyediaan informasibersifat sektoral sesuai kewenangandan menyokong peran PPID Utama.Salah satu tugas PPID Pembantu ialahpenyediaan infomasi terkaitpelayanan perizinan.Pembahasan mengenaiinformasi perizinan berkaitan denganterbitnya Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2018 tentangPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik.

Melalui peraturan tersebut, informasiterkait perizinan secara umum dapatdiklasifikasikan. Selain itu, peraturantersebut menjadi landasandiberlakukannya perizinan secaraelektronik. Akses dan informasidisediakan secara luas sehinggamasyarakat dapat menggunakannyasecara mandiri.Di era perkembangan teknologiarus informasi melalui berbagaimedia yang dapat diakses oleh setiapindividu. Informasi publikdisampaikan melalui website resmiyang dimiliki oleh instansi. Mediasosial dihadirkan dalam rangkamenjangkau masyarakat terutamamengakomodir kebutuhan informasi.Masyarakat mengakses media sosialyang dimiliki oleh pemerintah DaerahIstimewa Yogyakarta salah satunyaakun twitter @humas_jogja yangdikelola oleh Dinas Komunikasi danInformatika DIY. Begitu juga denganwebsite serta alamat email dari PPIDUtama melalui alamatppid.jogjaprov.go.id yang dapatdiakses oleh pemohon informasi.Beberapa penelitian terkaitdengan keterbukaan informasi publikdilaksanakan oleh Setiaman, Sugiana,& Narotama (2013) yangmenganalisis keterbukaan publik dariaspek masyarakat kota Bandung.Terdapat dua analisis dalampenelitian ini yaitu analisis kuantitatifdan kualitatif. Keterbukaan informasidipandang dari optimalisasi lembagapublik, konten informasi, birokrasidan penyampaian informasi kepadapublik. Selain itu penelitian dariIndah & Hariyanti (2018) yang
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menganalisis implementasiketerbukaan informasi publik padaDinas Kominfo Kota Tasikmalaya.Pada penelitian tersebut, dinasmemberikan akses komunikasi yangluas terutama dengan pemanfaatanmedia sosial, komunikasi secaralangsung dan menjalin hubungan baikdengan media. Selain itu, pentingdalam membangun komunikasidengan dinas-dinas lain dalam rangkamemberikan informasi terbaik.Terakhir, aspek birokrasi danpenerapan standar operasionalprosedur yang dapat mempengaruhiimplementasi keterbukaan publik.Penelitian ini menganalisistentang pelaksanaan keterbukaaninformasi yang diterapkan oleh DinasPerizinan dan Penanaman Modal DIYdalam mengatasi problematika.Prinsip terkait pelaksanaan tatakelola perusahaan yang baik meliputiaspek transparansi dan akuntabilitas.Melalui penelitian ini, peneliti inginmenganalisis problematika yangterjadi dikaitkan dengan keterbukaaninformasi dengan menggunakan teoritata kelola perusahaan yang baik.
B. TEORI (Literature Review)Penelitian ini menggunakanteori birokrasi dan tata kelolaperusahaan yang baik (Good
Corporate Governance). Birokrasimenurut Weber dalam Yusriadi(2018) mendasarkan diri padahubungan antara kewenanganmenempatkan dan mengangkatpegawai bawahan denganmenentukan tugas dan kewajiban dimana perintah dilakukan secara

tertulis. Hubungan kewenangan danpromosi kepegawaian diatur melaluiregulasi. Birokrasi mempunyaiberbagai sifat yang dapat pentingyaitu adanya spesialisasi (pembagiankerja), adanya hierarki yangberkembang, adanya suatu sistemdari suatu prosedur dan aturan-aturan, adanya hubungan-hubungankelompok yang bersifatimpersonalitas, dan adanya promosidan jabatan yang berdasarkan ataskecakapan (Mustapa, 2017). Hierarkiberkaitan dengan struktur yangmemiliki pengaturan sistemmekanisme dan prosedur. Strukturmenentukan cara pengambilankeputusan secara sistematis dankonsisten.Birokrasi bersifat formalmenyebabkan mekanisme danprosedural terlaksana secara kaku. Disamping itu, birokrasi memiliki tugasyaitu tugas administratif, tugasmemberikan nasehat kebijakan, tugasartikulasi dan agregasi kepentingandan tugas menjaga stabilitasorganisasi (Mustapa, 2017).Berdasarkan tugas tersebut, birokrasibisa mengelola mekanisme organisasipemerintahan. Lemahnya adalahbirokrasi mampu menangani hal-halyang yang menyangkut kehidupanmasyarakat dan rentan pada instruksikekuasaan sehingga posisinya terlalusulit untuk digantikan. Pengambilankeputusan yang didasarkan padastruktural yang mengakibatkanmemakan waktu lama dan tidakakurat.Penyederhanaan birokrasipemerintah dilakukan untuk
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mengarahkan organisasi secaraproporsional. Penataan kelembagaandikaitkan dengan pengaturanbirokrasi. Instansimembutuhkan visidan misi yang jelas, strukturorganisasi, serta eksekusinya.Penataan kebutuhan sarana danprasarana serta sumber dayamanusia dilakukan dalam rangkamenyederhanakan sistem yangberjenjang yaitu birokrasi. Dalammelaksanakan birokrasi jugadidukung aspek transparansi danakuntabilitas yang menjadi prinsipdari tata kelola perusahaan yangbaik.Tata kelola perusahaan yangbaik adalah suatu sistem yangmengelola dan mengawasi prosespengendalian usaha yang berjalansecara berkesinambungan untukmenaikkan nilai dan sebagai bentukpertanggungjawaban kepadapemangku kepentingan danmasyarakat (Franita, 2018).Penerapan tata kelola perusahaanyang baik dilaksanakan di lingkunganBadan Usaha Milik Negara (BUMN).Terdapat prinsip-prinsip mengenaitata kelola perusahaan yang baikyaitu tranparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawabandan kewajaran (Sudharmono, 2004).Berkaitan dengan pelayananpublik, beberapa prinsip yang pentinguntuk dilaksanakan pada instansiadalah transparansi danakuntabilitas. Transparansi berkaitandengan keterbukaan dalammelaksanakan proses pengambilankeputusan dan keterbukaan dalammengemukakan informasi materiildan relevan mengenai perusahaan

(Sudharmono, 2004). Dalam prinsiptransparansi berkaitan dengan aliraninformasi yang bebas baik di dalammaupun di antara organisasitermasuk masyarakat (Bennis,Goleman, & O’Toole, 2009).Transparansi dari segi informasiberkaitan dengan penyampaianpesan kepada orang yang tepat dansesuai peruntukkan. Hal inimembutuhkan komitmen daripemimpin yang mampu mengawalproses tersebut. Pelaksanaantransparansi disesuaikan dengankebutuhan, terlalu terbuka akanmembahayakan dan terlalu tertutupmenjadi bumerang.Transparansi dalam pelayananpublik memiliki porsi penting karenaketerbukaan informasi menjadikebutuhan masyarakat. Di sisi lain,pelaksanaan transparansi tidaksemudah itu. Beberapa eksekutifmenikmati kesenangan saatmengetahui informasi penting danmenjauhkannya dari para bawahan(Bennis et al., 2009). Hal inimenghambat aliran informasi yangseharusnya dapat disajikan kepadapublik. Transparansi membantuorganisasi menyampaikanaktivitasnya baik dari internalmaupun eksternal.Akuntabilitas yaitu kejelasanfungsi, pelaksanaan danpertanggungjawaban organ sehinggapengelolaan perusahaan terlaksanasecara efektif (Sudharmono, 2004).Dalam pelaksanaan akuntabilitasdibutuhkan mekanisme informalterutama sektor publik. Akuntabilitaspublik adalah pendekatan,
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mekanisme, dan praktik-praktik yangdigunakan oleh pemangkukepentingan (stakeholders) untukmenjamin bahwa kinerja pelayananpublik yang diberikan oleh pegawaiatau lembaga pemerintah sesuaidengan harapan masyarakat(Imbaruddin, 2019). Denganakuntabilitas, penyediaan layananpublik dapat sesuai dengan jenislayanan yang diharapkan dan darisegi kualitas mencukupi.Akuntabilitas dapat menjadiinstrumen agar pegawai pemerintahberperilaku dan bertindak sesuaidengan keinginan masyarakat(Patarai, 2015). Kuncinya adalahketugasan dari pegawai untukmelayani masyarakat danbertanggung jawab kepadamasyarakat. Akuntabilitas menjaminterpenuhinya kebutuhan masyarakatdengan memberikan layanan publik.Dikaitkan dengan pelayanan publik,akuntabilitas merupakan bentukpertanggungjawaban pemberilayanan publik dalam melaksanakantugas pokok dan fungsinya.
C. METODEPenelitian ini menggunakanmetode kualitatif yang memberikangambaran atau deskripsi dalampenyajian data. Penelitian kualitatifmerupakan penelitian yangmenghasilkan data secara deskriptifberupa kata-kata tertulis maupunlisan dari orang-orang dan perilakuyang diamati menurut Bodgan Taylordalam Moleong (2010). Langkahpengumpulan datanya menggunakanwawancara secara mendalam, dan

studi pustaka. Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY dipilih sebagaisalah satu badan publik yangmemberikan layanan publik kepadamasyarakat terutama perizinanberusaha. Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY memberikanlayanan perizinan kepadamasyarakat. Perizinan berusahamenjadi dasar operasional bagipemilik usaha dalam menjalankankegiatannya. Pemilihan persondalam wawancara didasarkan padakebutuhan akan informasi mengingatjumlah personel dari Dinas Perizinandan Penanaman Modal DIY dari 50orang. Person yang diwawancaraiadalah pejabat struktural dalampelayanan perizinan dan bidang yangmenangani data dan informasibeserta staf yang menangani. Selainitu wawancara juga dilakukan denganpetugas front office terutama proseskomunikasi langsung antara front
office dan pemohon izin. Teknikanalisis data yang digunakan ialahmelakukan pengecekan danperbandingan data yang telahdikumpulkan melalui proseswawancara dan studi pustaka. Datayang telah didapatkan sebelumnyadikumpulkan dan diklasifikasikan.Setiap data yang masuk dibandingkandan dianalisis.
D. HASIL DAN PEMBAHASANPada penelitian inimenghasilkan beberapa poin penting.Keterbukaan informasi berkaitandengan birokrasi dan tranparansi.Akuntabilitas berkaitan dengan tugasdan fungsi instansi pelayan publik.
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Komunikasi sebagai jembatan bagipelaksanaan keduanya. Bagianpertama akan membahas mengenaiketerbukaan informasi.
1. Keterbukaan InformasiInformasi yang disampaikankepada publik melalui berbagaimedia yang dimiliki oleh setiapinstansi. Keterbukaan informasimerupakan salah satu ciri pentingnegara demokratis yang menjunjungtinggi kedaulatan rakyat untukmewujudkan penyelenggaraannegara yang baik sesuai denganUndang-Undang 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan InformasiPublik. Keterbukaan informasi ialahcara publik dalam mengawasi kinerjapemerintahan terutama yangmenyangkut kepentingan masyarakatluas. Dalam rangka memenuhiketentuan dalam peraturanketerbukaan informasi publik, setiapinstansi wajib menyediakaninformasi yang dapat diakses denganmudah oleh masyarakat secara luas.Informasi menjadi hak bagisetiap individu yang telah dijamindalam Undang-Undang. Dalammengajukan permohonan informasi,prosedur dijalankan melalui tahap-tahap sesuai dengan peraturan.Jawaban permohonan informasiwajib ditindaklanjuti maksimal 10(sepuluh) hari kerja sejakpermohonan teregistrasi. Instansipublik memiliki kesempatan untukmemberikan jawaban informasisesuai dengan jangka waktumaksimal. Permohonan informasidisampaikan kepada PPID secaralangsung maupun tidak langsung.

Mekanisme permohonan secaralangsung tetap dicatat oleh PPID diDinas Perizinan dan PenanamanModal DIY. Dalam penyampaiansecara tertulis proses melalui suratpermohonan informasi yang akanditindaklanjuti oleh PPID.Keterbukaan informasi yangdilaksanakan di Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY berkaitandengan prinsip transparansi. Rata –rata pemohon izin yang mendapatkanpelayanan di Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY sebanyak 10orang per harinya. Informasidisampaikan kepada pemohoninformasi mengenai mekanismeperizinan yang menjadi kewenangandari Dinas Perizinan dan PenanamanModal DIY. Informasi mengenai biayaterkait proses pelayanan perizinanjuga disampaikan. Informasi jugatersaji dalam website Dinas Perizinandan Penanaman Modal DIY.Dinas Perizinan dan PenanamanModal DIY telah menyusun daftarinformasi yang dikecualikan yaituadalah data pemohon dan datapemohon pengaduan. Keduainformasi tersebut tidak dapatdipublikasikan secara luas kecualidisampaikan pada aparat penegakhukum dan instansi yang mengawasiizin. Data pemohon izin termasukdalam kategori pelaku usaha sesuaiperaturan keterbukaan informasipublik. Data pemohon izin masuk kedalam kategori informasi pribadiyang dilindungi oleh peraturanketerbukaan informasi publik. Daftarinformasi yang dikecualikandisampaikan kepada PPID Utama
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pada Dinas Komunikasi danInformatika DIY. Pengumpulan dataini sebagai dasar PPID Utama dalammengklasifikasikan informasi yangdapat diakses publik dan informasiyang tertutup. Informasi yangdikecualikan disusun pada LembarPengujian Konsekuensi yang telahdisepakati bersama.Peran PPID Pembantu di DinasPerizinan dan Penanaman Modal DIYbelum optimal sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya. Permohonaninformasi dan data yang masukdidisposisi kepada bidang pengaduandan kemudahan berusaha DinasPerizinan dan Penanaman Modal DIY.Hal ini berdampak pada fungsi PPIDyang tidak mengetahui apabilaterdapat permohonan informasipublik. Penyelesaian permohonaninformasi dilaksanakan oleh bidangpengaduan dan kemudahan berusaha.Kesalahan dalam disposisidiakibatkan tugas dan fungsi yangtercantum dalam Peraturan GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor66 Tahun 2018 tentang KedudukanSusunan Organisasi Tugas Fungsi danTata Kerja Dinas Perizinan danPenanaman Modal. Seksi pengaduanmempunyai fungsi salah satunyaialah dalam pengelolaan informasilayanan sehingga mendapat disposisisurat dalam rangka kebutuhaninformasi.Keterbukaan informasi yangmenjadi kewajiban badan publikbelum dapat dipahami dikarenakantugas dan fungsi peran PPID belumdicantumkan pada setiap aturanmengenai tugas dan fungsi. Selain itu,

esensi dari keterbukaan informasibelum dipahami sebagai tanggungjawab yang penyampaiannya hanyaformalitas. Tidak hanya itu, bidangpelayanan perizinan Dinas Perizinandan Penanaman Modal DIY turutmendapat permohonan informasidari pemohon secara langsung.Informasi seputar pelayananperizinan baik berupa mekanismehingga jangka waktu penerbitan izinmenjadi informasi yang disampaikankepada publik. Ketugasan PPIDPembantu yang optimal dapatmembantu dan mendukungpenyampaian kebutuhan informasipada publik. Pemohon informasitidak perlu mengarah ke bidangtertentu untuk mendapatkaninformasi dan dapat diselesaikan olehperan PPID.Informasi yang bersifat terbukaialah profil kelembagaan DinasPerizinan dan Penanaman Modal DIY,program atau kegiatan yangdilaksanakan, realisasi investasi,mekanisme permohonan izin, daftarlayanan izin, standar operasionalprosedur pelayanan perizinan, datajumlah permohonan izin masuk danizin yang diterbitkan, jumlahpengaduan yang masuk dan yangtelah tertangani, mekanismepenanganan pengaduan, angkaindeks kepuasan masyarakat, daftarkerjasama Pemerintah DaerahIstimewa Yogyakarta, dan potensiinvestasi Daerah IstimewaYogyakarta.
2. AkuntabilitasAkuntabilitas berkaitan denganpertanggungjawaban instansi kepada
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publik salah satu pelaksanaanpelayanan publik. Pelayanan publikmerupakan kegiatan atau rangkaiankegiatan dalam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan sesuai denganperaturan perundang-undangan bagisetiap warga negara dan pendudukatas barang, jasa, dan/atau pelayananadministratif yang disediakan olehpenyelenggara pelayanan publiksesuai dengan ketentuan umumUndang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik.Pelayanan perizinan merupakansalah satu bagian dalam pelayananpublik.Pelayanan perizinan merupakansalah satu tugas dan fungsi yangdijalankan Perizinan dan PenanamanModal DIY. Perizinan adalahpemberian dokumen dan buktilegalitas persetujuan dari pemerintahkepada seseorang atau pelakuusaha/kegiatan tertentu sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan sebagaimanatercantum dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Republik IndonesiaNomor 138 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Daerah. Instansi penerbitproduk izin memberikan pelayananperizinan dalam rangka memberikanfasilitas pemohon izin. Pemberianlayanan dimulai dari tahappermohonan hingga penyelesaianberupa hasil produk layanan. Tidakhanya itu, layanan diberikan berupainformasi yang disampaikan kepadamasyarakat yang hadir dalam rangkamendapatkan syarat dan langkahperizinan.

Pelayanan dalam rangkamemberikan dokumen izinmembutuhkan tanggung jawabinstansi kepada masyarakat. Sebagaiinstitusi penyelenggara pelayananpublik, Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY memilikipedoman penyelenggaraan pelayananyaitu standar pelayanan yangmengatur mekanisme dan prosedurterkait layanan publik. Standarpelayanan merupakan tolok ukuryang dipergunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan pelayanan danacuan penilaian kualitas pelayanansebagai kewajiban dan janjipenyelenggara kepada masyarakatdalam rangka pelayanan yangberkualitas, cepat, mudah, terjangkau,dan terukur sesuai dengan PeraturanMenteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi BirokrasiNomor 15 Tahun 2014 tentangPedoman Standar Pelayanan.Pelaksanaan mekanisme pelayanansesuai dengan standar pelayananmewujudkan rasa tanggung jawabpemerintah kepada masyarakat.Jenis perizinan yang dilayanisesuai dengan Peraturan GubernurNomor 67 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Pelayanan TerpaduSatu Pintu terdiri dari 19 sektor yaitupenanaman modal, koperasi,perdagangan, perindustrian,kesehatan, perhubungan, tenaga kerja,sosial, kehutanan dan perkebunan,lingkungan hidup, energi sumberdaya mineral, pekerjaan umum,pendidikan, pertanian, kelautan danperikanan, kebudayaan, pariwisata,pertanahan
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tata ruang dan kesatuan bangsa danpolitik. Penerapan izin melalui sistemOnline Single Submission (OSS) sejakditerbitkannya Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2018 tentangPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik.Produk izin diterbitkan melaluilembaga OSS untuk dan atas namapemerintah yaitu menteri, pimpinanlembaga, gubernur atau bupati/walikota. Produk izin disampaikankepada pelaku usaha dengan prosesyang disampaikan melalui OSS.Berdasarkan jenis pelayananyang diberikan oleh Dinas Perizinandan Penanaman Modal DIY tidaksemua sektor dilayani menggunakanaplikasi OSS. Empat sektor yangdilayani dengan menggunakan berkaspermohonan manual ialah sektorenergi sumber daya mineral,pekerjaan umum, sosial dankebudayaan. Petugas front officemengarahkan permohon izin kedalam kategori perizinan melalui OSSatau permohonan izin secara manual.Dasar pembagian yang tercantumpada pembagian kewenanganpropinsi dan kabupaten atau kotasesuai Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah dan peraturan mengenai OSS.Informasi seputar layanandisampaikan oleh petugas front officedan petugas informasi yang berada diruang layanan. Petugas front officemenyampaikan prosedur danmekanisme permohonan izin danmenjawab pertanyaan dari pemohonizin.

Dalam menjalankan pelayananperizinan, Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY berpegangpada maklumat pelayanan. Maklumatpelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan publik merupakanpernyataan tertulis yang berisikeseluruhan rincian kewajiban danjanji yang terdapat dalam dalamstandar pelayanan. Setiap petugas
front office emberikan layanan sesuaidengan maklumat pelayanan. DinasPerizinan dan Penanaman Modal DIYmemiliki maklumat“dengan ini kami menyatakan
sanggup menyelenggarakan
pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan dan apabila
tidak menepati janji, kami siapa
menerima sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.Petugas front office dibekalipengetahuan mengenai dasar hukumperizinan dari berbagai sektor.Tujuannya ialah dapat memberikaninformasi yang valid kepadapemohon atau masyarakat umumseputar pelayanan perizinan.Komitmen dalam melayanipermohonan izin menjadi hal yangutama dan diterapkan oleh front
office Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY. Pelaksanaantugas setiap personel didasarkanpada standar pelayanan.Pemohon informasi dapatmengunjungi akun twitter dari DPPMDIY ialah @jogjainvest dan akuninstagram ialah jogja_invest dalamrangka mengajukan permohonan
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informasi. Media sosial digunakansebagai sarana penyampaianinformasi termasuk layanan yangdiberikan oleh Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY. Layanan izindiberikan juga pada saat DinasPerizinan dan Penanaman Modal DIYmengikuti kegiatan pameran yangdiselenggarakan oleh pemerintahdaerah. Penempatan personel di MallPelayanan Publik PemerintahKabupaten Kulon Progo dilakukandalam rangka penyampaian informasiterkait pelayanan perizinan.Media informasi melalui websitedan media sosial secara rutinmemberikan informasi terkaitpelayanan perizinan. Petugas front
office dapat memberikan informasiyang dibutuhkan oleh pemohon izinterkait pelayanan perizinan danmelayani konsultasi permasalahanperizinan. Data layanan izin danprosedurnya disampaikan kepadapemohon sebagai informasi awal. Diluar layanan yang menjadikewenangan Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY dijelaskankepada pemohon mengenai solusidan langkah yang dapat dijalankansesuai dengan ketentuan.
3. KomunikasiPenyampaian informasi kepadapemohon informasi melalui proseskomunikasi baik secara langsungmaupun tidak langsung. Petugas front
office Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIYmenyampaikan informasi secaralangsung kepada pemohon yangmeminta informasi terkait layananperizinan. Mekanisme perizinan juga

dijelaskan dalam diskusi ini terutamabagi pemohon yang menyerahkanberkas perizinan. Sebagairepresentatif dari sebuah instansi,petugas front office dibekali dengankemampuan komunikasi yang baik.Selain itu, mampu menganalisispermasalahan yang dialami olehpemohon dan memberikan saran dansolusi kepada pemohon. Permohonaninformasi secara tidak langsungmemanfaatkan media seperti suratresmi, surat elektronik, danpemanfaatan media sosial danwebsite resmi dari Dinas Perizinandan Penanaman Modal DIY.Aspek komunikasi tidak hanyadibebankan kepada petugas front
office namun seluruh personel diDinas Perizinan dan PenanamanModal DIY. Komitmen pemimpinuntuk menepati maklumat danmenjalankan standar pelayanan danstandar operasional prosedur (SOP)dalam rangka menjalankan tugas danwewenang perizinan. Komitmenpimpinan dalam rangka menjagaritme dan memberikan pelayananterbaik terwujud dalam pemrosesaninformasi terutama koordinasidengan struktural di bawahnya.Kendala-kendala diselesaikan denganmelakukan rapat koordinasi,penerapan informasi denganmenyediakan ruang atau mediadalam rangka mendukungperkembangan pemrosesan perizinanmelalui sistem online.Penentuan terhadap informasiyang bersifat terbuka dan informasiyang bersifat tertutup melalui proseskoordinasi yang mengakomodir
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informasi dari setiap bidang.Informasi didapatkan denganmenggelar rapat koordinasi bersamabidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, bidang pengaduan dankemudahan berusaha, bidangpromosi dan kerjasama luar negeridan bidang pengembangan danpengendalian penanaman modalDinas Perizinan dan PenanamanModal DIY. Data dijadikan dasardalam penyusunan daftar informasiyang dikecualikan dan disampaikankepada Dinas Komunikasi danInformatika DIY sebagai PPID Utama.Dalam pengumpulan informasi yangdikecualikan dengan menyertakanalasan darri segi regulasi. Datapemohon izin termasuk dalam daftarinformasi yang dikecualikan dengandasar informasi berkaitan denganhak-hak pribadi.Dinas Perizinan dan PenanamanModal memberikan layananinformasi terutama kepada pemohoninformasi terwujud dalam pelayanansehari-hari. Pemohon yangmengajukan pertanyaan ataumembutuhkan konfirmasi mengenaiprogres perizinan dapat dilayani padaloket pengajuan atau permohonanberkas sesuai sektor. Pemohon yangmengajukan pertanyaan mengenaimekanisme pelayanan perizinandapat dilayani oleh loket pengajuanatau permohonan berkas sesuaisektor. Kendala yang dialami olehpetugas front office dalam rangkapenyampaian informasi kepadapublik disampaikan kepada atasanlangsung. Pelayanan yangmemberikan kemudahan kepada

pemohon memberikan dampak padapenilaian indeks kepuasanmasyarakat. Indikator dalam indekskepuasan masyarakat terdiri daripersyaratan izin, kemudahanprosedur layanan, kecepatanpelayanan, kewajaran biaya/tarif,kemampuan petugas, perilakupetugas, kualitas sarana danprasarana, dan penangananpengaduan. Kemudahan prosedurlayanan yang diberikan kepadapemohon izin memberikan jawabanatas pertanyaan yang disampaikandan memberikan dampak padapengisian kuesioner indeks kepuasanmasyarakat.Peran komunikasi berfungsisebagai penyelesaian permasalahanyang terjadi dalam rangkapenyampaian informasi.Permasalahan yang terjadi terutamaberkaitan dengan kegiatan usahamembutuhkan koordinasi dengandinas lain sesuai dengan sektor.Komunikasi dengan personel dengandinas yang memahami dari segiteknis dapat menyelesaikanpermasalahan. Selain itu dapatmengembangkan kemampuan dankapasitas petugas front officesehingga dapat menghadapipermasalahan yang sama. Kendalayang dialami ialah kekuranganpersonel dalam rangka memberikanlayanan informasi secara maksimalkepada pemohon informasi danpemohon izin. Sumber daya manusiayang berada di lingkup pelayananmemiliki beban dalam rangkapenyelesaian perizinan sesuai denganstandar operasional prosedur.
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E. SIMPULAN DAN SARANDalam rangka menjalankanketerbukaan informasi yangdidasarkan pada Undang – UndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik, DinasPerizinan dan Penanaman Modal DIYmengarah pada aspek pelayananinformasi terkait perizinan. Publiksebagai pemohon izin membutuhkaninformasi mengenai mekanisme,perkembangan izin dan klasifikasiperizinan sesuai sektor. Prinsiptransparansi tercermin dalamketerbukaan informasi. DinasPerizinan dan Penanaman Modal DIYmemiliki informasi yangdikecualikan. Akuntabilitas tercermindalam pelaksanaan pelayanan sesuaidengan standar pelayanan publik.Ketugasan pejabat pengelolainformasi dan dokumentasi padasetiap instansi belum berfungsisecara optimal. Realitanya,permohonan informasi disampaikankepada unit atau bidang lain.Keterbukaan informasididasarkan pada peraturan yang adamenjadi kewajiban untuk dijalankanpada setiap instansi pemerintahan.Khususnya di Dinas Perizinan danPenanaman Modal DIY wajibmemberikan layanan data daninformasi berkaitan denganperizinan. Komitmen pimpinan dalammenjalankan tugas utama denganketerbatasan terutama dalammemberikan layanan informasi.Setiap personel dari Dinas Perizinandan Penanaman Modal DIYmendukung komitmen dalam

memberikan layanan publik terbaikkepada masyarakat sesuai dengantugas dan fungsi yang tercantumdalam peraturan gubernur.Informasi yang disampaikandalam pelayanan perizinan bersifatterbuka dan dapat diakses.Pemerintah sesuai dengan tugasnyamenyediakan kanal-kanal agar dapatdiakses oleh masyarakat. Instansiperizinan perlu menyempurnakansarana dan prasarana untukmemudahkan pemohon informasi.Perlunya penyederhanaanpermohonan informasi dari segiwaktu pemrosesan sehingga tidakmemakan waktu lama. Penyiapanjuga dilakukan pada sumber dayamanusia yang melayani pemohoninformasi.
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